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Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 
Gubernur,   Bupati   dan   Walikota   (Tambahan   Lembar   Negara   Republik 
Indonesia Nomor 5898); 

 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar 
Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

 

5.     Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 TentangPengujian UU No. 10 Tahun 
2016; 

 

6. Peraturan  PemerintahNomor  60  Tahun  1999  Tentang  Pendidikan  Tinggi 
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 3859); 

 

7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2014  Tentang  Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi danPengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI 
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500)l; 

 

8.     Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi; 

 

9.     Permenristek DIKTI No.14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi. 

 

BAB II Maksud dan 

Tujuan Pasal 2 

Perjanjian Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama 
antara  PIHAK  PERTAMA  dan  PIHAK  KEDUA  yang  selanjutnya  disebut  PARA 
PIHAK dalam rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Penguatan   dan 
Pengembangan Kelembagaan khususnya dalam Transformasi Pemberdayaan, 
Pemahaman, Pengetahuan, Partisipatif Masyarakat dan Mahasiswa dalam 
Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. 

 

Pasal 3 
 

1. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk bekerjasama dalam upaya 
Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Pengabdian dan Penelitian 
Masyarakat dan Mahasiswa 

 

2.   Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam 
mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang demokratis dan 
berkualitas. 

 

BAB III RUANG 

LINGKUP Pasal 4 

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK mencakup bidang-bidang 
dibawahini: 

 

a.  Pengembangan Pengawasan Partisipatif 
b.  Bidang Pendidikan 
c.  Bidang penelitian; 
d.  Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat; 
e.  Bidang Pengembangan Inovasi dan; 
f.  Bidang  Iain  Yang  disepakati  PARA  PIHAK  sepanjang  tidak  bertentangan 

dengan visi dan misi masing-masing PIHAK.
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BAB IV 

PELAKSANAAN 

Pasal 5 

1. Pelaksanaan   dapat   dilaksanakan   PARA   PIHAK   secara   bersama-sama 
dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas,fungsi dan 
kewenangannya. 

 

2. Perumusan  Pelaksanaan  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 
dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang 
merupakan perwakilan dari PARA PIHAK. 

 

BAB V BENTUK 

KERJASAMA Pasal4 

1.  Bentuk Pengembangan Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 3 dapat berbentuk: 
a.  Edukasi, Pelatihan, Seminar dan Advokasi Masyarakat tentang Pengawasan 

Partisipatif 
b.  Pembuatan Kampanye Media Pengawasan Partisipatif 
c.  Pengembangan Media Sosial Bawaslu Mempawah 
d.  Pengembangan Pojok Pengawasan di Perpustakaan Kampus 

Pasal 5 
 

2.  Bentuk Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berbentuk: 
a.  Penelitian Lapangan 
b.  Analisa Hasil Penelitian 
c.  Ekspose Hasil Penelitian 

 

Pasal 6 
 

3.  Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
dapat berbentuk: 
a.  Pengembagan Dosen 
b.  Magang Mahasiswa 
c.  Praktek Kerja Lapangan 
d.  KKN Tematik 

 

4.     Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja PARA 
PIHAK. 

 

BAB VI 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 7 
 

1.     PIHAK PERTAMA berhak: 
 

a.  Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia PIHAK KEDUA 
 

b.  Menerima surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama dari PIHAK 
KEDUA 

2.     PIHAK KEDUA berhak: 
 

a.  Memperoleh materi dari narasumber yang telah ditugaskan oleh PIHAK 
PERTAMA 

b.  Melaksanakan    kegiatan    bersama    dalam    pengawasan    partisipatif, 
penelitian dan pengabdian masyarakat. 

c.  Memperoleh  surat  permohonan  pelaksanaan  kegiatan  kerjasama  dari 
PIHAK PERTAMA 

3.     PIHAK PERTAMA berkewajiban:
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a.  Membuat surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama minimal 1 
Minggu sebelum dilaksanakan 

b.  Memberikan narasumber terkait dengan permohonan yang diminta PIHAK 
KEDUA 

c.  Melaksanakan   tugasnya   dengan   segala   kemampuan,   keahlian   dan 
pengalaman yang dimilikinya 

d.  Tertib dan tepat waktu dalam melaksanakan jadwal dan susunan acara 
 

4.     PIHAK KEDUA berkewajiban: 
 

a.  Membuat surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama minimal 1 
Minggu sebelum dilaksanakan 

b.  Memberikan narasumber terkait dengan permohonan yang diminta PIHAK 
PERTAMA 

c.  Melaksanakan   tugasnya   dengan   segala   kemampuan,   keahlian   dan 
pengalaman yang dimilikinya 

d.  Tertib dan tepat waktu dalam melaksanakan jadwal dan susunan acara 

 
BAB VII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 8 

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dibebankan pada 
anggaran PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

2. Sumber  dana  lain  yang  tidak  mengikat  yang  sah  dan  sesuai  peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan 
perkara atau kasus. 

 

BAB VIII FORCE 

MAJEURE Pasal 9 

Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak (Force Majeure) yang 
mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini maka kedua 
belah pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian 
kerjasama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawah dan mufakat. 

 

 
BAB IX MONITORING DAN 

EVALUASI Pasal 10 

1. Monitoring dan Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama dalam berbagai kegiatan 
dilakukan PARA PIHAK 

 

2. Evaluasi  pelaksanaan  Perjanjian  Kerjasama  ini  dilaksanakan  oleh  PARA 
PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun 

 

BAB X JANGKA 

WAKTU Pasal 11 

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun, terhitung 
sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan 
PARA PIHAK 

 

2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, 
melalui  pemberitahuan  secara  tertulis  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari




